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Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946100 (HUNTING)
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RISTEKDIKTI Laman: ristekdikti.go.id
Nomor : B/20o45/A4.1.1/HK.01.01/2019 19 Juli 2019
Lampiran . 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 99/A/KPT/2019 tentang Panduan
Permohonan Informasi, Pengajuan Keberatan, dan
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yth. Kepala Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik

Berkenaan dengan ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 99/A/KPT/2019 tentang Panduan Permohonan Informasi, Pengajuan
Keberatan, dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dengan hormat bersama ini kami

sampaikan salinan Keputusan Sekretaris Jenderal tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya,

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih,




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 57946100
Laman: http://ristekdikti.go.id

SALINAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99/A/KPT/2019

TENTANG
PANDUAN PERMOHONAN INFORMASI, PENGAJUAN KEBERATAN, DAN
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa wuntuk melaksanakan Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016
tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi tentang Panduan Permohonan
Informasi, Pengajuan Keberatan, dan Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2.  Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);




Menetapkan

KESATU

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
14);

4, Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2015 tentang
Pengangkatan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

S. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 1);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);

MEMUTUSKAN;
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG
PANDUAN PERMOHONAN INFORMASI, PENGAJUAN
KEBERATAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
PUBLIK.

Menetapkan Panduan Permohonan Informasi, Pengajuan
Keberatan, dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal

ini.




"‘.us

. Wini Nurdian

KEDUA

KETIGA

Panduan Permohonan Informasi, Pengajuan Keberatan, dan
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai
pedoman dalam melakukan permohonan informasi, pengajuan
keberatan, dan penyelesaian sengketa informasi publik serta
pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2019

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

AINUN NATM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
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SALINAN LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99/A/KPT/2019
TENTANG
PANDUAN PERMOHONAN INFORMASI,
PENGAJUAN KEBERATAN, DAN
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
PUBLIK

PERMOHONAN INFORMASI, PENGAJUAN KEBERATAN, DAN PENYELESAIAN
SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi
Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
perlu diatur mengenai mekanisme permohonan informasi publik, pengajuan

keberatan, dan penyelesaian sengketa informasi publik.

A. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

Prosedur Permohonan Informasi Publik di Kementerian Riset, Teknologi,

dan Pendidikan Tinggi diuraikan sebagai berikut:

1. Pemohon informasi mengajukan permohonan dengan mengisi
formulir dan membawa kelengkapan dokumen;

2. Apabila persyaratan lengkap maka akan langsung diproses,
sedangkan apabila tidak lengkap akan dikirimkan surat permohonan
kelengkapan dokumen kepada pemohon;

3. PPID Pelaksana memutuskan apakah permohonan akan diterima
atau ditolak. Apabila diterima maka akan langsung diselesaikan atau
diteruskan ke PPID Pembantu di tingkat Unit, sedangkan apabila
ditolak akan disampaikan surat secara tertulis kepada pemohon,

disertai dengan alasan penolakannya;




4. Permohonan Informasi Publik wajib diberikan jawaban berupa
pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh PPID Kementerian,
PPID PTN Badan Hukum, dan PPID Pelaksana dalam jangka waktu
paling lambat sepuluh hari kerja sejak diterimanya permohonan
informasi publik;

5. Jawaban pemberitahuan tertulis dapat diperpanjang paling lama
tujuh hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara
tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi. Perpanjangan waktu dapat
dilakukan dalam hal belum menguasai atau mengadministrasikan
Informasi Publik yang dimohonkan dan/atau belum dapat
memutuskan apakah Informasi Publik yang dimohonkan termasuk

dalam kategori Informasi Publik yang Dikecualikan;

Alur Permohonan Informasi Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi diatas dapat dilihat dalam Gambar 1. Adapun contoh
Formulir Permohonan Informasi Publik yang digunakan oleh Pemohon
Informasi tertera pada Gambar 2 dan Format Buku Register Pelayanan
Informasi Publik tertera pada Gambar 3. Format ini digunakan Petugas

PPID dalam proses Permohonan Informasi Publik.
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Gambar 2

Formulir Permohonan Informasi Publik

AMA INSTANSI
LOGO N S
ALANMAT
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
No. Pendaftaran (diisi petugasj*: ............ /PIP-PPID/........ fovenneens
Nama
Alamat
Nomeor Telepon
Email
Pekerjaan/Profesi

Tujuan Pengaunaan IMOTIIES [ ....viiee e ierties i e e e reresesaes e aesesntses et ssaaesessseses —eeeseeesasesensses sesss s mmssesesesseesste s oo

Cara Memperoleh Informasi** 1.[] Melihat/membaca/ mendengarkan/mencatat
2.|:| Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasit™ : 1.[:' Mengambil Langsung
2. urir
3.[____| Pos
4[] Email
5.[] Faksimili

Petugas meja Informasi Pemohon Informasi
{Penerima Permohonan)
[oerririm e, ) PR O )

Nama dan Tanda Tangan Nama dan Tanda Tangan




Keterbukaan Informasi Publik

1.

Pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik
kecuali {a) informasi yang apabila dibuka dan diberika kepada pemohon informasi dapat:
Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas
kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan
pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan
ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi
akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
Mengungkap rahasi pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau mitra
Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau
Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. (b) Badan
Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Peraturan
Pemerintah No ... Tahun ....... Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Riset
dan Teknologi;

Pemohon informasi berhak untuk mendapatkan pemberitahuan tertulis atas diterima atau
tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 {sepuluh) hari kerja sejak diterimanya
permohonan informasi. Kementerian Riset dan Teknologi dapat memperpanjang waktu untuk
member jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja.

Pastikan anda mendapat tanda terima permintaan informasi berupa nomor pendaftaran ke
Petugas Meja Informasi/PPID. Bila tanda terima tidak diberikan tanyakan kepada Petugas meja
Informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

Apabila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan PPID Kementerian Riset dan
Teknologi (misal menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta),
maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Penanggungjawab Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Riset dan Teknologi dalam jangka waktu 30
{tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak. Penanggungjawab Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan
pemohon informasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak keberatan tertulis yang
diajukan oleh pemohon informasi diterima.

Apabila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan keberatan, maka pemohon informasi
dapat mengajukan permochonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi
Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan atas keberatan
diterima oleh pemohon informasi publik.

Khusus untuk keberatan dengan alasan penolakan permohonan informasi karena
pengecualian, pengaju keberatan terlebih dahulu mengajukan banding atas keputusan
keberatan kepada Penanggungjawab Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik melalui PPID
Bidang Pelayanan yang dibantu oleh Petugas Meja informasi sebelum mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi. Pengajuan banding tersebut selambat-lambatnya
dalam jangka waktu 14 {empat belas) hari kerja sejak keputusan atas keberatan diterima oleh
pemohon informasi publik. Penanggungjawab Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
wajib memberikan tanggapan tertulis atas banding keberatan selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari kerja sejak pengajuan banding diterima oleh PPID Bidang Pelayanan yang dibantu oleh
Petugas Meja Informasi, Pastikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak tanggal keberatan diterima oleh kejaksaan, anda telah mendapatkan keputusan

dan pelaksanaan keputusan tersebut apabila sebagian atau seluruh permohonan banding anda
diterima.
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B. Mekanisme Pengajuan Keberatan

1. Pemohon Informasi atau kuasanya dapat mengajukan Kkeberatan

yang dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis dengan mengisi

formulir keberatan, baik secara langsung atau melalui surat

elektronik yang ditujukan kepada:

a.

Atasan PPID Kementerian dalam hal dalam hal permochonan
Informasi Publik ditujukan kepada PPID Kementerian;

Atasan PPID PTN Badan Hukum dalam hal permohonan
Informasi Publik ditujukan kepada PPID PTN Badan Hukum;
dan

Atasan PPID Pelaksana dalam hal permohonan Informasi Publik
ditujukan kepada PPID Pelaksana.

2. Pemohon dapat mengajukan Keberatan dalam hal:

a.

Penolakan Atas Permohonan Informasi Publik Berdasarkan
Alasan Pengecualian Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan
Perundang-Undangan Mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
Tidak Disediakannya Informasi Berkala;

Tidak Ditanggapinya Permohonan Informasi Publik;

Permohonan Informasi Publik Ditanggapi Tidak Sebagaimana
Yang Diminta;

Tidak Dipenuhinya Permohonan Informasi Publik;

Permohonan Informasi Publik Dikenakan Biaya;

Penyampaian Informasi Publik Melebihi Waktu Yang Telah
Ditentukan; dan/atau

Pemohon mengajukan keberatan dengan mengisi formulir
keberatan seperti yang tertera pada Gambar 4 untuk kemudian
diserahkan pada Koordinator PPID Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi.




Meckanisme Pelayanan Keberatan

1. PPID Kementerian, PPID PTN Badan' Hukum dan/atau PPID
Pelaksana wajib menyimpan salinan formulir keberatan sebagai
tanda bukti penerimaan pengajuan keberatan,;

2. Atasan PPID Kementerian, Atasan PPID PTN Badan Hukum dan/atau
Atasan PPID Pelaksana wajib memberikan tanggapan atas keberatan
yang disampaikan oleh Pemohon atau kuasa Pemohon paling lambat
30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan;

3. Prosedur pengelolaan keberatan di Kemenristekdikti digambarkan

dengan alur seperti yang tertera pada Gambar 5.

Kewajiban Petugas PPID dan atau petugas layanan:

1. Membantu memberikan formulir permohonan informasi publik dan
keberatan kepada Pemohon atau kuasanya;

2. Memastikan syarat permohonan dilengkapi dengan melampirkan
fotocopy kartu tanda penduduk, anggaran dasar/anggaran rumah
tangga yang sudah disahkan oleh Kementerian terkait;

Mencatat dalam Buku Register Pelayanan Informasi Publik;
Menyimpan salinan formulir permohonan informasi publik dan
keberatan;

5. Menyerahkan tanda terima permohonan informasi publik dan

keberatan.



Gambar 4

Formulir Keberatan

Nama Instansi

LOGO Alamat

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

INFORMASI PENGAJU KEBERATAN
Nomor registrasi keberatan : (diisi petugas)*
Nomor permochonan informasi
Tujuan penggunaan Informasi
Identitas pemohon

Nama

Alamat

Nomor telepon

Pekerjaan
identitas Kuasa Pemohon**

Nama

Alamat

Nomor telepon

ALASAN KEBERATAN***
o Permohonan informasi ditolak
Informasi berkala tidak disediakan
Permintaan informasi tidak ditanggapi
Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
Permintaan informasi tidak dipenuhi
Biaya yang dikenakan tidak wajar
Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

cCO0O0O0O0OQ

KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)
TUNTUTAN KEBERATAN****

HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN: (tanggal), (bulan), (tahun) (diisi
oleh petugas)* v+

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapanya, saya ucapkan terima kasih.

Fdkdkkkx

Mengetahui,
Petugas Meja Informasi
(Penerima Keberatan)

Nama dan Tanda Tangan

Nama dan Tanda Tangan

e e e e m— e e
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Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permohonan
penyelesaian Sengketa Informasi Informasi Publik kepada Komisi
Informasi, apabila tidak mendapat tanggapan atas keberatan
dan/atau tanggapan atas keberatan tidak memuaskan Pemohon
Informasi Publik., Permohonan diajukan ke Komisi Informasi dalam
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya
tanggapan dari Atasan PPID dan/atau sejak jangka waktu pemberian
tanggapan berakhir.

2. Dalam hal menerima panggilan penyelesaian Sengketa Informasi
Publik dari Komisi Informasi, PPID Kementerian, PPID PTN Badan
Hukum, PPID Pelaksana mengkordinasikan proses penanganan
Sengketa Informasi Publik dengan Atasan PPID Kementerian atau
Atasan PPID PTN Badan Hukum atau atasan PPID Pelaksana.

3. PPID Kementerian, PPID PTN Badan Hukum bersama dengan Biro
Hukum dan Organisasi Kementerian atau biro/bagian yang
menangani hukum pada PTN Badan Hukum melakukan kajian
hukum untuk menentukan penyelesaian sengketa informasi melalui
Komisi Informasi.

4. Penanganan Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi dihadiri
oleh PPID Kementerian atau PPID PTN Badan Hukum atau PPID
Pelaksana atas dasar Surat Kuasa dari Atasan PPID Kementerian
atau Atasan PPID PTN Badan Hukum atau Atasan PPID Pelaksana.

5. PPID Kementerian, PPID PTN Badan Hukum atau PPID Pelaksana
melaporkan setiap selesai menghadiri persidangan Sengketa
Informasi kepada Atasan PPID Kementerian, Atasan PPID PTN Badan
Hukum, atau Atasan PPID Pelaksana.

6. Prosedur penanganan sengketa informasi publik digambarkan

dengan alur seperti yang tertera pada Gambar 6.
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Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum dan memhammmp

Woama%%@mmm@rmﬁw
@mnﬁ«h\%

Ani ZC i Aziz m..,..\
NIP. Bmm/oﬂmm@dmmooH

- .?iu\l

Pelaksana Pendukung
No Kegiatan PPID Keterangan
Pemohon | Peclaksana | Hoordinator Komisi
Informasi | atau PPID PPID Informasi Kelenghkapan Waltu Qutput
Pembantu
4 |Menerima laporan proses
penanganan sengketa informasi
5 {Melakukan upaya penyelesaian
Sengketa Informasi Publik. “
SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

AINUN NATM
NIP 196012041986011001




